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PRAKATA PENULIS 
 

Kebijakan Persaudaraan Madani yang merupakan program 

pemberdayaan masyarakat dengan pola One family help one family. 

Kalau kebijakan sebelumnya pola pemberdayaan masyarakatnya 

adalah pemerintah memberdayakan masyarakat miskin agar 

mampu keluar dari kemiskinannya, maka kebijakan ini merupakan 

program pemberdayaan masyarakat yang tidak melibatkan 

pemerintah secara langsung, namun hanya memfasilitasi 

masyarakat mampu (orang kaya) agar dapat memberdayakan 

masyarakat kurang mampu (orang miskin), atau dengan istilah lain, 

satu keluarga mampu dipersaudarakan dengan satu keluarga 

kurang mampu (One family help one family). 

Kebijakan Persaudaraan Madani ini mengadopsi kebijakan 

Rasulullah SAW ketika hijrah ke Madinah, kaum Nuhajirin yang 

merupakan  penduduk pendatang dari Makkah dan kurang 

memiliki kemampuan finansial dipersaudarakan dengan Kaum 

Anshor yang merupakan penduduk asli Madinah yang meiliki 

kemampuan finansial yang baik sehingga terwujudlah masyarakat 

yang sejahtera. 

Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat bagi kita 

semua dan dapat mengambil pelajaran pentingnya saling 

membantu antara warga yang mampu untuk senantiasa membantu 

saudaranya yang kurang mampu. 

 

 

Kendari, 20 April 2021 

 

 

 

 

Andi Syaiful Zainal 
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A. Literatur Teoritis Kebijakan Publik 

Mengikuti definisi Thomas Dye misalnya, hampir semua 

yang diputuskan atau tidak diputuskan oleh pemerintah 

termasuk dalam definisi sebagai kebijakan (Whatever 

governments choose to do or not to do), hal senada juga disampaikan 

oleh Edward dan Sharkansky bahwa kebijakan publik adalah 

apa yang dilakukan dan disampaikan oleh pemerintah, 

termasuk tujuan, maksud, pelaksanaan dan peraturan 

(Kusumanegara, 2009). 

Pemerintah yang dimaksud dalam buku ini yaitu 

pemerintah daerah dimana disebutkan bahwa pemerintah 

daerah adalah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom (UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah). 

Studi ini adalah kebijakan publik, yakni bagaimana 

kebijakan publik diimplementasikan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya dalam konteks pemerintah daerah. Subbab 

ini me-review literature teoritik yang relevan untuk dijadikan 

standar analisis terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat 

miskin di Kota Kendari. Review ini akan meletakkan argument-

argumen tentang definisi kebijakan publik, actor-aktor kebijakan 

publik, dan implementasi kebijakan publik. 

KEBIJAKAN PUBLIK 
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A. Definisi Kemiskinan 

Selama ini sebenarnya sudah banyak dilakukan studi 

tentang kemiskinan, tetapi jawaban atas pertanyaan apa itu 

kemiskinan dan apa pula faktor penyebab kemiskinan sulit 

diberantas umumnya masih simpang-siur. Antara ahli yang satu 

dengan ahli yang lain telah melukiskan masalah ini secara 

berbeda-beda. Di mata sebagian ahli, kemiskinan acapkali 

didefinisikan semata hanya sebagai fenomena ekonomi, dalam 

arti rendahnya penghasilan atau tidak dimilikinya mata 

pencaharian yang cukup mapan untuk tempat bergantung 

hidup. Pendapat seperti ini, untuk sebagian mungkin benar, 

tetapi diakui atau tidak kurang mencerminkan kondisi riil yang 

sebenarnya dihadapi keluarga miskin. Kemiskinan 

sesungguhnya bukan semata-mata kurangnya pendapatan 

untuk memenuhi kebutuhan hidup pokok atau standar hidup 

layak, namun lebih dari itu esensi kemiskinan adalah 

menyangkut kemungkinan atau probabilitas orang atau 

keluarga miskin itu untuk melangsungkan dan 

mengembangkan usaha serta taraf kehidupannya. 

Levitan (Ninik Sudarwati, 2009) misalnya mendefinisikan 

kemiskinan sebagai kekurangan barang-barang dan pelayanan-

pelayanan yang dibutuhkan untuk mencapai suatu standar 

hidup yang layak. Sedangkan menurut Schiller (Suyanto, 1996), 

kemiskinan adalah ketidaksanggupan untuk mendapatkan 

barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk 

memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas. Dan, dengan nada 

yang sama Emil Salim (Prayitno dan Arsyad, 1987) 

KEMISKINAN 
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A. Filosofi Pemberdayaan Masyarakat  

Pemberdayaan Masyarakat menjadi pendekatan utama 

dalam setiap pengambilan kebijakan dan pelaksanaan 

pembangunan yang turut melibatkan masyarakat. Secara 

filosofis, pendekatan pemberdayaan masyarakat adalah 

pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai 

fokusnya. Masyarakat, mulai dari tingkat komunitas terbawah 

diberikan peluang dan kewenangan dalam pengelolaan 

pembangunan, mulai dari proses pengambilan keputusan, 

perencanaan pelaksanaan pembangunan hingga, monitoring 

dan evaluasi serta menikmati hasil pembangunan (Soetomo, 

2011). 

Pendekatan pemberdayaan masyarakat tersebut timbul 

akibat adanya berbagai tanggapan atas kebijakan pembangunan 

di waktu lampau yang menganggap masyarakat sebagai obyek 

pembangunan saja. Pada hal masyarakatlah yang lebih 

mengetahui segala sesuatu yang menjadi kebutuhan mereka. 

Olehnya itu, apabila masyarakat tidak dilibatkan dalam 

pengambilan keputusan atau diberikan kewenangan dalam 

perencanaan program pembangunan, maka program 

pembangunan yang dilaksanakan bisa jadi tidak tepat sasaran 

atau program pembangunan tersebut bukanlah program yang 

dibutuhkan oleh masyarakat. 

Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk 

memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat yang bersumber 

pada kemampuan atau daya yang masyarakat miliki sendiri. 

Pemahaman tersebut mengandung arti bahwa pemberdayaan 

PEMBERDAYAN 
MASYARAKAT 
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A. Masyarakat Madani di Indonesia 

Masyarakat madani adalah suatu bentuk masyarakat 

yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw sendiri, yang 

memberikan teladan kearah pembentukan peradaban 

masyarakat. Dengan demikian masyarakat madani adalah 

masyarakat yang dibangun oleh Nabi Muhammad saw di Kota 

Madinah yang telah berhasil dalam prakteknya dengan 

menerapkan konstitusi Piagam Madinah, memberlakukan nilai-

nilai keadilan, prinsip kesetaraan hukum, jaminan kesejahteraan 

bagi semua warga serta perlindungan terhadap kelompok 

minoritas. Kalangan pemikir muslim menganggap masyarakat 

(kota) Madinah sebagai prototype masyarakat ideal produk 

Islam yang bisa dipersandingkan dengan masyarakat ideal 

dalam civil society (Madjid, 2015)  

Salah satu yang utama dalam tatanan masyarakat ini 

adalah pada penekanan pola komunikasi yang menyandarkan 

diri pada konsep egalitarian pada tataran horizontal dan konsep 

ketakwaan pada tataran vertical. Nabi Muhammad saw telah 

meletakkan dasar-dasar masyarakat madani yang religious, 

kebebasan khususnya dibidang agama, ekonomi, sosial dan 

politik. Masyarakat madani yang dibangun Rasulullah tersebut 

memiliki karakteristik sebagai masyarakat beriman dan 

bertaqwa, masyarakat demokratis dan beradab yang 

menghargai adanya perbedaan pendapat, masyarakat yang 

menghargai hak-hak asasi manusia, masyarakat tertib dan taat 

hukum, masyarakat yang kreatif, mandiri dan percaya diri, 

masyarakat yang memiliki semangat kompetitif dalam suasana 

PERSAUDARAAN 
MADANI 
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A. Kebijakan Persaudaraan Madani dalam Persfektif Islam 

Hendaklah orang-orang yang mempunyai kelapangan 

memberi nafkah sesuai dengan kelapangannya, dan barang 

siapa yang sempit rizkinya maka hendaknya ia memberi nafkah 

sesuai apa yang diberi Allah kepadanya (QS. Al Thalaq: 7): 

 

Artinya: ´Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 

menurut kemampuaannya. dan orang yang disempitkan reskinya 

hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. 

Allah tidak memikulkan beban kepada seseoarang melainkan sekedar 

apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan 

NHODSDQJDQ�VHVXGDK�NHVHPSLWDQµ� 

Dalam ayat lain (QS. Al-Zariat: 19) Allah Swt berfirman: 

 

Artinya: ´'DQ�SDGD�KDUWD-harta mereka ada hak untuk orang 

PLVNLQ�\DQJ�PHPLQWD�GDQ�RUDQJ�PLVNLQ�\DQJ�WLGDN�PHQGDSDW�EDJLDQµ� 

Ayat tersebut di atas sesungguhnya menjadi landasan 

teologis sekaligus landasan teoritas yang menganjurkan pada 

hidup bersama, hidup berbagi, dan hidup damai diantara umat. 

PERSAUDARAAN MADANI 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PEMBERDAYAAN 
MASYARAKAT DALAM 

PERSFEKTIF ISLAM 
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